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ABSTRAK 

 

Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Kabupaten Gowa 

 

Analysis of The Effectiveness of Land and Building Rights Acquisition Fees 

Collection in Gowa Disrict 

 

Faradillah Isnaeny 

Rusman Thoeng 

Nurleni 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi penerimaan dan 

tingkat efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 

Kabupaten Gowa pada tahun 2014-2018. BPHTB merupakan salah satu pajak 

daerah dengan kontribusi tertinggi dibanding pajak daerah lainnya. Data diperoleh 

dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa potensi penerimaan BPHTB di Kabupaten Gowa belum terealisasi secara 

optimal. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan BPHTB tahun 2014-2018 

berdasarkan potensi penerimaan dikategorikan cukup efektif dengan persentase 

sebesar 83,01%. 

Kata Kunci: Potensi, Efektivitas, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

This study aims to determine the amount of potential income and effectiveness 

level of Land and Building Rights Acquisition Fees Collection in Gowa District 

during the years 2014-2018. BPHTB is one of the local tax that has the highest 

contribution compared to other local taxes. Data obtained from Regional Revenue 

Agency of Gowa District. The method of this research is descriptive with 

quantitative analysis approach. This research used primary and secondary data. 

The results shows that the potential income of BPHTB in Gowa district has not 

been realized optimally. The average effectiveness level of BPHTB collection 

during the years 2014-2018 is 83,01% based on considered quite effective 

potential income. 

 

Keywords: Potential, Effectiveness, Land and Building Rights Acquisition Fees 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

sebesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). 

Pada masa orde baru, pajak yang dikendalikan langsung oleh pusat 

menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintahan pusat. Hal ini 

membatasi kreativitas pemerintah daerah karena terbatasnya kewenangan dan 

modal yang cukup. Untuk mengatasi permasalahan ini muncullah anggapan 

bahwa otonomi daerah merupakan solusi yang tepat. Masa otonomi daerah yang 

ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 telah memberikan 

harapan baru kepada daerah yang selama ini kesulitan untuk menggali dan 

mengembangkan potensinya. Reformasi hubungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah di Indonesia dimulai sejak  tanggal 1 Januari 2011. Pola 

pengaturan anggaran pemerintah daerah yang semula bersifat sentralistik di masa 

orde baru telah berubah menjadi pola yang lebih desentralistik. 

Kebebasan pemerintah daerah mengatur dan mengelola pendapatan 

daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, serta bertanggung jawab 

terhadap daerahnya secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut 
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pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah. 

Berkenaan dengan hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan 

potensi yang ada di daerah sebagai sumber pembangunan. Wujud optimalisasi 

potensi daerah dapat tergambar pada tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan 

Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD akan 

tercapai apabila sumber yang memengaruhinya mengalami peningkatan. Salah 

satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam 

peningkatan PAD adalah pajak daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seiring dengan adanya 

otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal, pajak BPHTB telah resmi 

sepenuhnya menjadi pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011. 

Berlakunya Undang-Undang ini turut serta dalam meningkatkan pendapatan pajak 

daerah. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan 

langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Prinsip 

dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah adalah money follows functions, yaitu fungsi pokok 

pelayanan publik diserahkan ke daerah dan masih tetap dengan dukungan 

pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada 

daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dapat meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

belanja daerah. 

Selain itu, dampak positif lain dari adanya pengalihan pajak ini adalah 

BPHTB merupakan salah satu pajak daerah dengan penerimaan atau realisasi 

tertinggi dibanding pajak daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 di 

bawah ini: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2018 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Februari, 2019 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa BPHTB merupakan 

pajak daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan pajak daerah yang 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Gowa. Jumlah penerimaan BPHTB merupakan yang tertinggi dibandingkan 

dengan pajak daerah lainnya. Tingginya penerimaan BPHTB memiliki pengaruh 

yang material terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga BPHTB merupakan 

salah satu pajak daerah yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten 

Gowa. 
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Tabel 1.2 

Data Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

2014 35.000.000.000 32.861.075.353 93,88% 

2015 35.000.000.000 37.215.288.899 106,32% 

2016 35.000.000.000 38.906.023.724 111,16% 

2017 36.000.000.000 40.128.117.782 111,46% 

2018 37.000.000.000 41.962.758.298 113,41% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Februari, 2019 

Berdasarkan data target dan realisasi BPHTB di atas dapat diketahui 

bahwa selama tahun 2014 sampai tahun 2018 persentase penerimaan BPHTB 

Kabupaten Gowa hampir selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan 

terkecuali untuk tahun 2014 yang hanya mencapai 93,88%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa cukup baik jika dilihat 

dari pencapaian targetnya, namun terlepas dari itu ternyata masih ada kecurangan 

dan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak BPHTB. 

Pada saat pengalihan BPHTB, terdapat sejumlah kendala dan hambatan 

karena BPHTB merupakan jenis pajak baru bagi daerah. Salah satu kendala yang 

timbul menurut Budi Ispriyaso (2005) yaitu kesadaran dari setiap masyarakat untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah tersebut. Kesadaran 

masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak 

merupakan salah satu permasalahan yang akan mempengaruhi penerimaan 

pajak. Apalagi BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang menerapkan Self 

Assessment System yang sangat mengandalkan kesadaran Wajib Pajak agar 

tidak terjadi manipulasi data atas penghasilan mereka. Realitasnya potensi 

penerimaan pajak rendah, menurut Suryanto (2017) hal tersebut dikarenakan 
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Wajib Pajak terkadang melaporkan besaran pajak terutang dibawah angka yang 

seharusnya dibayarkan.  

Maraknya kasus pelanggaran wajib pajak menjadi faktor utama dalam 

kegagalan pencapaian target. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi 

berupa ketidaksesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan harga pasar, 

dimana harga tanah dan bangunan seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP 

yang tertera pada PBB. Pemungutan BPHTB mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur tarif BPHTB sebesar 5% 

dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 

Efektivitas pemungutan BPHTB dapat diketahui dengan cara 

membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, yang mana 

targetnya berdasarkan potensi riil. Berdasarkan permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya terdapat dua kenyataan yang telah bertolak belakang, 

pada satu sisi menunjukkan penerimaan BPHTB selalu berhasil mencapai target 

yang ditentukan, pada sisi lain penerimaan BPHTB belum bisa optimal akibat 

terjadinya pelanggaran Wajib Pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 

apakah target BPHTB yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa telah sesuai dengan potensi riil di lapangan atau belum. 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan potensi pajak telah 

dilakukan oleh Norma Komalig (2014) bahwa BPHTB merupakan salah satu pajak 

daerah yang memiliki potensi dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Hasil penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Jamil, dkk (2016) yang 

mengatakan bahwa BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat potensial. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suryanto, dkk (2018) juga mengatakan 

bahwa BPHTB merupakan pajak yang memiliki potensi yang prima, dimana 

potensi yang prima akan berkontribusi lebih besar lagi di masa depan. Sementara 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosasih, dkk (2012) mengatakan bahwa 

potensi BPHTB tidak tercapai apabila tidak didukung oleh peraturan daerah yang 

mendasarinya. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Meigy (2017). 

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel target dan objek penelitian. Objek 

penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa. Penelitian ini berfokus untuk melihat seberapa efektif Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan ditinjau dari potensinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Kabupaten Gowa“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Berapa besar potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2014-2018?  

2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2014-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Kabupaten Gowa tahun 2014-2018. 
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2. Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2014-2018. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat berguna sebagai media untuk 

mengembangkan wawasan dan pengetahuan. 

2. Bagi BAPENDA Kabupaten Gowa diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan arah 

kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan untuk diteliti lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan 

definisi operasional, serta analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

 



 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan menurut Adriani dalam Bohari (2012:23) pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. Kemudian menurut 

Soemitro dalam Diana (2013:34) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak 

rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment.  

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri 

yang terdapat pada pengertian pajak antara lain: 

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya 

boleh dipungut oleh negara. 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 
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3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. 

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. 

5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dan berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut 

(Waluyo, 2011:6). 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap 

barang mewah. 

2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara didasarkan atas 

beberapa teori. Teori-teori tersebut, antara lain (Supramono, 2010:2): 

1. Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib 

untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi 

orang yang besangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada 

salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko keselamatan atas diri dan 
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harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi 

yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. 

Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran 

pajak disamakan dengan pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori 

asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, 

tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran 

jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat 

hubungan langsung. 

2. Teori Kepentingan 

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas 

besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang 

dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang 

seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan 

kepada masyarakat. 

3. Teori Daya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan 

oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang 

menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, 

pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul 

masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan 

besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran 

seseorang sehinga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi meiliki 

daya pikul yang lebih tinggi pula. 
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4. Teori Bakti 

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada 

negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa 

pajak adalah suatu kewajiban. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban 

pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak 

mengutamakan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan 

kepentingan negara diatas kepentingan rakyat. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli 

masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan 

yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari 

pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara 

individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang 

sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu menurut 

golongan, sifat, dan pemungut serta pengelolanya (Waluyo, 2011:12). 

a. Pajak menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. 

1. Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul dan ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa 

dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 
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b. Menurut sifat terdiri dari pajak subjektif dan objektif 

1. Pajak Subjektif 

Pajak ubjektif adalah pajak yang memperhatikan pada keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaaanya memperhatikan kepada 

objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggalnya. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Pajak menurut pemungut dan pengelola terdiri dari pajak pusat dan pajak 

daerah. 

1. Pajak Pusat 

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 

pada umumnya. 

a) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak 

1) Pajak Penghasilan 

2) Pajak Bumi dan Bangunan 

3) Bea Materai 

b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) 

1) Barang impor dari luar negeri 

2) Tembakau dan minuman beralkohol 
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2. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 

provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-

masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah 

masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari: 

a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok. 

b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2013:11) adalah sebagai 

berikut. 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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3. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah 

sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja 

yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi 

daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 

Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber (Darise, 2009:43). 

1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan 

pembangunan daerah. 

2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan 

pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan 

Kelompok Usaha Masyarakat. 
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4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu PAD yang tidak termasuk pada kelompok di 

atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. Jenis-jenis terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak 

dipisahkan secara tunai atau angsuran, hasil pemanfaatan atau 

pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, 

potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan 

barang atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan Pemerintah Daerah atas 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, 

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD). 

2.1.3 Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah, yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 

Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Ada dua jenis pendapatan pajak yaitu pajak untuk provinsi dan pajak 

untuk kabupaten/kota (Halim, 2012:101). 
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Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.1.4 Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.1.4.1 Pengertian BPHTB 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. 
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Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh 

orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud 

adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, 

sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 

tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per 1 Januari 2010 maka pemungutan, 

penagihan, administrasi BPHTB diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. 

Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah harus dilakukan selambat-lambatnya 

setahun sejak 1 Januari 2010. 

2.1.4.2 Objek Pajak 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 atau UU 

BPHTB, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi: 

1. Pemindahan hak karena: 

a. Jual beli; 

b. Tukar-menukar; 

c. Hibah; 

d. Hibah wasiat; 

e. Waris; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

h. Penunjukan pembeli dalam lelang; 

i. Plaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
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j. Penggabungan usaha; 

k. Peleburan usaha; 

l. Pemekaran usaha; 

m. Hadiah. 

2. Pemberian hak baru karena: 

a. Kelanjutan pelepasan hak; 

b. Di luar pelepasan hak. 

Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakan 

BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU BPHTB meliputi (Diana, 

2013:151): 

1. Hak milik; 

2. Hak guna usaha; 

3. Hak bangunan; 

4. Hak pakai; 

5. Hak milik atas satuan rumah susun; 

6. Hak pengelolaan. 

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB berdasarkan pasal 

3 UU BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi 

tersebut; 
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d. Orang pribadi atau badan karena konversi haka tau karena perbuatan hokum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

2.1.4.3 Subjek Pajak 

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan (Mardiasmo, 

2016:416). 

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 yang menjadi dasar 

pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal: 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar-menukar adalah nilai pasar; 

c. Hibah adalah nilai pasar; 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap adalah nilai pasar; 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

nilai pasar; 

j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 
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l. Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. Hadiah adalah nilai pasar; 

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam risalah lelang. 

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih 

rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaa 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar 

pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.1.4.5 Tarif Pajak 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

BPHTB, besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi 

hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling 

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sesuai 

dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Untuk 

menghitung besarnya BPHTB yang terutang adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 

2016:417). 

 

 BPHTB = (NPOP – NOPTKP) × 5% 



22 
 

 
 

2.1.5 Efektivitas 

Pengertian efektivitas secara umum merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas pajak 

adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan potensi dan target pajak 

tersebut. Menurut Halim (2012:L6) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Semakin besar rasio efektivitas maka semakin efektif pajak tersebut dan 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, begitupun sebaliknya 

semakin kecil rasio efektivitas maka semakin tidak efektif pajak tersebut. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperlukan sebagai pendukung dalam penelitian 

ini. Tabel 2.1 berikut menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Ida Nur 

Asiah Jamil, 

Achmad 

Husaini, 

Yuniadi 

Mayowan 

(2016) 

Analisis 

Efektivitas 

Penerimaan Bea 

Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan dan 

Kontribusinya 

Terhadap 

Efektivitas BPHTB, 

Kontribusi BPHTB 

1. Persentase 

efektivitas 

penerimaan BPHTB 

Kota Malang tahun 

2011-2014 memiliki 

rata-rata 121,94% 

dengan kriteria 

sangat efektif 
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Pendapatan 

Pajak Daerah 

(Studi Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Malang Periode 

2011-2014) 

2. Persentase 

kontribusi 

penerimaan BPHTB 

terhadap 

Pendapatan Pajak 

Daerah Kota Malang 

tahun 2011-2014 

memiliki rata-rata 

44,49% dengan 

kriteria baik 

Meigy 

Thosal 

(2017) 

Analisis 

Efektivitas Bea 

Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

Berbasis Potensi 

dan Target di 

Kota Makassar 

Tahun 2015-2016 

Efektivitas BPHTB 

berbasis potensi, 

efektivitas BPHTB 

berbasis target 

1. Tingkat efektivitas 

pemungutan 

BPHTB berbasis 

potensi di Kota 

Makassar tahun 

2015 dan 2016 

dikategorikan cukup 

efektif dengan 

persentase masing-

masing sebesar 

82,23% dan 87,96% 

2. Tingkat efektivitas 

pemungutan 

BPHTB berbasis 

target di Kota 

Makassar tahun 

2015 dan 2016 

dikategorikan 

kurang efektif 

dengan persentase 

masing-masing 

sebesar 65,85% 

dan 65,18% 
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Junaidi 

Firrawan 

(2015) 

Potensi dan 

Efektivitas 

Pemungutan Bea 

Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

sebagai Pajak 

Daerah di 

Kabupaten 

Kayong Utara 

Potensi BPHTB, 

Efektivitas BPHTB, 

Efisiensi BPHTB 

1. Efektivitas pada 

tahun 2008-2010 

sebelum menjadi 

pajak daerah adalah 

sangat efektif. 

Setelah menjadi 

pajak daerah tahun 

2011, tingkat 

efektivitas sebesar 

2,54% atau tidak 

efektif, dan tahun 

2012 sebesar 

177,55% atau 

sangat efektif 

2. Tingkat efisiensi 

tahun 2011 dan 

2012 sangat efisien. 

Tahun 2011 

sebesar 56,92% 

atau cukup efisien 

dan tahun 2012 

sebesar 0,36% atau 

sangat efisien 

Sumber: Data diolah Peneliti, Maret, 2019 

Secara garis besar, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai objek 

penelitiannya. Perbedaannya terletak pada variabel dan alat penelitiannya. 

Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Penelitian Jamil dkk yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang Periode 2011-2014)” memiliki variabel penelitian yang sama yaitu 
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efektivitas BPHTB. Meskipun variabel yang digunakan sama, namun metode 

yang digunakan untuk memperoleh efektivitas BPHTB berbeda. pada 

penelitian Jamil dkk, efektivitas BPHTB diperoleh berdasarkan perbandingan 

antara realisasi dan target penerimaan BPHTB yang dikeluarkan oleh 

Dispenda Kota Malang tanpa memperhitungkan potensi riil yang ada. Selain 

itu, variabel kontribusi BPHTB pada penelitian Jamil dkk tidak digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Penelitian Thosal yang berjudul “Analisis Efektivitas Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Berbasis Potensi dan Target di Kota Makassar Tahun 

2015-2016” juga memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini yakni 

efektivitas BPHTB. Namun pada penelitian ini, analisis efektivitas yang 

digunakan hanya berbasis potensi, sedangkan penelitian Thosal 

menggunakan analisis efektivitas yang berbasis potensi dan target. 

3. Penelitian Firrawan yang berjudul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah di 

Kabupaten Kayong Utara” memiliki variabel dan alat analisis yang sama yaitu 

efektivitas BPHTB dan analisis potensi. Namun analisis potensi yang 

digunakan pada penelitian Firrawan berbeda dengan penelitian ini dan hasil 

analisisnya tidak digunakan untuk menghitung efektivitas BPHTB. Selain itu, 

analisis efisiensi BPHTB pada penelitian Firrawan tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

2.3 Kerangka Penelitian 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah adalah salah satunya 

dengan mengefektifkan sektor pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
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Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikatakan telah efektif 

apabila potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal yang hampir sama dengan 

realisasi pendapatan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terima. 

Potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diperoleh dari 

jumlah pendapatan BPHTB dikalikan dengan tarif pajak. 

Dengan efektifnya pengelolaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan maka pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat 

maksimal dan juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 

pajak daerah. Oleh karena itu, optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sangat diperlukan dalam meningkatkan 

pajak daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Potensi Penerimaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan 

Realisasi Penerimaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan 

Efektivitas Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan 


